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ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN PROGRAM BINA
LINGKUNGAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh:

Tiara Dhayu Prameswari

Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan diatur dalam Perda Nomor 01
tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Perwali Nomor 49 tahun
2013 tentang PPDB. Namun pada implementasinya timbul berbagai macam
permasalahan yaitu penetapan kuota penerimaan peserta didik bina lingkungan
tidak sesuai dengan perda, terjadi ketimpangan kuota penerimaan antara sekolah
favorit dan biasa, serta belum mengakomidir kebutuhan siswa miskin sehingga
kebijakan tersebut perlu dievaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan pencapaian dan faktor ketidakberhasilan pencapaian
implementasi kebijakan. Tipe penelitian adalah deskriptif kuantitatif.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan 6 informan dan
menyebarkan kuesioner pada 83 respoden yang terdiri dari 28 responden Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan, 22 responden guru SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar
Lampung dan 33 responden wali murid bina lingkungan kelas VII SMPN 2 dan
SMPN 22 Bandar Lampung dengan teknik sampling jenuh yaitu sampel populasi.

Hasil penelitian menunjukan jika 68 responden masuk dalam kategori positif yang
berarti hasil evaluasi implementasi pada input, proses maupun output kebijakan
sebagian besar sudah tercapai. Salah satu pencapaian pada output kebijakan
adalah kebijakan tersebut telah efektif karena mengurangi angka putus sekolah di
Kota Bandar Lampung. Namun sebanyak 15 responden masuk dalam kategori
negatif disebabkan oleh input dari penetapan jumlah kuota penerimaan peserta
didik tidak efektif karena tidak diatur menggunakan regulasi yang jelas sehingga
terjadi tumpang tindih antara perda dan perwali. Hal tersebut menyebabkan output
pencapaian kuota penerimaan peserta didik bina lingkungan tidak efektif karena
tidak sesuai dengan perda. Selain itu, proses implementasi kebijakan tersebut
belum efektif karena banyak permasalahan yang terjadi, diantaranya yaitu
menurunnya mutu pendidikan di Kota Bandar Lampung khususnya di SMPN 2
dan SMPN 22 Bandar Lampung karena motivasi dan prestasi belajar siswa bina
lingkungan yang masih rendah.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Pendidikan, Bina Lingkungan.



ABSTRACT

EVALUATION OF THE EDUCATION POLICY COMMUNITY
DEVELOPMENT PROGRAMIN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG

By:

Tiara Dhayu Prameswari

Education policy program community development for Perda No 01 Th 2012
about the Realization of Education and perwali No 49 Th 2013 about the PPDB.
However, in the implementation of various kinds of problems arise, namely the
determination of the quota admissions learners community development does not
comply with the quota change,occurring imbalances between the school reception
favorite and unusual, and and yet meet the needs of poor students so that the
policy needs to be evaluated. This study aims to describe the achievement and
attainment of an unsuccessful implementation of policy. This type of research is
quantitative descriptive. Data collection was conducted through interviews with 6
informant questionnaire on 83 and spread respoden which consists of 28
respondents from the Department of Education and Culture, 22 respondents
teacher at SMPN 2 and in SMPN 22 Bandar Lampung and 33 respondents
caregivers Class VII in SMPN 2 and in SMPN 22 Bandar Lampung with saturated
sampling techniques or sampling population.

The results of the research showed if 68 respondents fall into the category of
positive which means implementation evaluation results on the input, process as
well as the output policy is largely already achieved. One of the achievements in
the output policy is the policy has reduced the numbers dropping out of school in
the city of Bandar Lampung. But as many as 15 respondents fall into the category
of negative because of the input of the number of admissions quota assignment
learners not set using a clear regulation which overlap between local regulations
and rules of the Mayor. It also results in the output quotaattainment the learners
community acceptance does not comply with the change. In addition, negative
response is also caused by the decrease in the quality of education in the city of
Bandar Lampung in  SMPN 2 and in SMPN 22 Bandar Lampung because
motivation and learning achievements of students of community development
which is still low.

Keywords: Evaluation, Policy, Education, Community Development.
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Sebuah kado sederhana
kupersembahkan untuk

kedua orang tuaku
tersayang,

kedua saudaraku,
Keluarga Besar Nata

Muchsin dan Keluarga
Besar Supeno.

Allah akan meninggikan
Orang orang yang beriman diantaramu

Dan orang orang
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat

(Q.s. Al-Mujadalah: 11)
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menanam bangga

di

hatimu,

Maaf untuk semua air mata yang
engkau tumpahkan

karena aku,

Maaf karena belum mampu
menghapus beban

dari tubuh lelahmu,

Terimakasih
untuk cinta dan doa tulusmu

disetiap langkahku.



MOTTO

Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-
baiknya pelindung
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Siapapun bisa menjadi apapun
(Tiara Dhayu Prameswari)
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan variabel penting dalam membangun bangsa.  Berbagai

masalah dan tantangan dalam dunia pendidikan sejauh ini dapat di atasi

pemerintah dengan melahirkan berbagai kebijakan dan program yang bisa

mengurangi masalah secara bertahap, seperti masalah mutu pendidikan,

pemerataan pendidikan, relevansi, efektivitas dan efisiensi pendidikan.

Amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional mengatakan jika kebijakan pendidikan Indonesia bersifat

desentralistik. Namun, persoalan mendesak yang dihadapi dalam pendidikan

nasional Indonesia justru adalah belum meratanya kesempatan untuk

memperoleh pendidikan.

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh

pendidikan yang bermutu.  Oleh karena itu pemerintah sebagai penyelenggara

negara wajib berupaya untuk memenuhinya.  Dana Alokasi Khusus (DAK)

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diberikan untuk anggaran

pendidikan minimal sebesar 20%.   Pemberian DAK merupakan komando dari



2

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjadikan pendidikan

sebagai salah satu fokus program dalam pembangunan.

Akan tetapi realisasinya menunjukkan bahwa saat ini belum semua warga

negara memperoleh haknya atas pendidikan. Menyikapi hal tersebut, sebagai

wujud konsistensi dalam menyelenggarakan pendidikan di daerah, pemerintah

daerah di Indonesia membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan

pendidikan gratis Program Bina Lingkungan,  misalnya di Kota Mataram,

Bekasi, Medan dan daerah lain di Indonesia.  Khususnya di Kota Bandar

Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung membuat sebuah Peraturan

Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Bidang  pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kota

Bandar Lampung yang fokus pembangunannya diarahkan untuk peningkatan

akses pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta

peningkatan manajemen pendidikan.  Berkaitan dengan hal tersebut, Walikota

Bandar Lampung membuat kebijakan Program Pendidikan Bina Lingkungan.

Program Bina Lingkungan merupakan bentuk kebijakan bidang pendidikan

dari Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait memberikan perluasan akses

pendidikan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu di Kota Bandar

Lampung. Sasaran Program Bina Lingkungan adalah peserta didik SD dan

SMP sederajat.

Program tersebut bertujuan untuk pemerataan pendidikan bagi peserta didik

miskin di Kota Bandar Lampung dengan memberikan kesempatan  warga

kurang mampu untuk mengenyam pendidikan di sekolah negeri. Semenjak
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ditetapkan kebijakan bina lingkungan, Pemerintah Kota Bandar Lampung

melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat gencar melakukan

sosialisasi Program Bina Lingkungan kepada warga. Media yang digunakan

untuk sosialisasi berupa banner yang dipasang di tempat yang strategis dan

disebar pada 20 kecamatan di Bandar Lampung.

Pelaksanaan kebijakan Program Bina Lingkungan telah diatur dalam Peraturan

Daerah Nomor 01 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun

2013. Namun pada pelaksanaannya, produk hukum tersebut tidak sinkron

antara satu dengan yang lain. Akibatnya banyak peluang yang di manfaatkan

oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan

kecurangan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung telah

melakukan kesalahan dalam mengatur kuota peserta bina lingkungan.

Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan ternyata melanggar Perda

Nomor 01 Tahun 2012 terkait ketentuan kuota penerimaan peserta didik

sebesar 30%.

Dasar hukum implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan

apabila hanya berdasarkan pada peraturan walikota merupakan tindakan yang

keliru karena regulasi yang mengatur persoalan tersebut telah diatur dalam

peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan

Pendidikan. Pasal 35 ayat 4 Perda Nomor 01 Tahun 2012 menyatakan jika

daya tampung SD dan SMP sederajat adalah 70% siswa masuk melalui jalur

regular dan 30% siswa masuk melalui jalur bina lingkungan. Namun,

penetapan jumlah kuota pada setiap tahun terus mengalami peningkatan
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dimana pada tahun 2014 sebesar 50% dan pada tahun 2015 meningkat menjadi

70%.

(Sumber: http://www.harianpilar.com/2015/06/22/program-bina-lingkungan-
bina lingkungan-langgar-perda/, diakses pada 3 September pukul 11.25 ).

Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan juga menimbulkan masalah

lain, yaitu belum mengakomidir kebutuhan siswa miskin.  Hal tersebut terjadi

karena banyak siswa yang berasal dari keluarga mampu namun ikut serta

mendaftar melalui jalur bina lingkungan dengan memalsukan status ekonomi,

sehingga realisasi Program Bina Lingkungan tidak mengakomodir kebutuhan

siswa miskin. Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Hambali Sanusi dalam

Harianpilar.com menegaskan jika jumlah masyarakat miskin di Kota Bandar

Lampung semenjak ada Program Bina Lingkungan mengalami peningkatan

setiap tahun. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya kesempatan bagi

siswa yang benar-benar berasal dari keluarga  miskin untuk dapat diterima

melalui jalur bina lingkungan.

(Sumber: http://www.harianpilar.com/2015/06/23/program-bina-lingkungan-picu-
meningkatnya-angka-kemiskinan/ , diakses pada 4 September 2016  pukul 17.00)

Aksi pemalsuan data yang dilakukan oleh calon peserta didik juga terjadi di

SMPN 22 Bandar Lampung, berdasarkan hasil verifikasi data terdapat 27

calon siswa yang melakukan manipulasi data agar dapat diterima melalui jalur

bina lingkungan di SMPN 22 Bandar Lampung. Kepala sekolah SMPN 22

Bandar Lampung telah mengkonfirmasi berita tersebut bahwa 27 calon siswa

tersebut memang terbukti melakukan pemalsuan data menjadi tidak mampu.

(Sumber:http://lampung.tribunnews.com/2015/06/13/waduh-27-siswa-berduit-
daftar-jalur-bina-lingkungan, diakses pada 13 Desember 2016 pukul 15.20).
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Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan juga

menyebabkan terjadinya ketimpangan antara kuota bina lingkungan tenaga

pendidik/guru dan kuota bina lingkungan murni. Di sekolah favorit pengguna

kuota bina lingkungan guru terlihat lebih banyak dibandingkan dengan kuota

bina lingkungan murni, hal tersebut terjadi karena guru berlomba-lomba ingin

menyekolahkan anaknya ke sekolah favorit. Namun keadaan sebaliknya

terjadi di sekolah yang dianggap kurang favorit. Contohnya di SMPN 2

Bandar Lampung pada seleksi penerimaan peserta didik tahun ajaran

2015/2016 menerima 77 siswa baru melalui jalur bina lingkungan dengan

rincian 54 siswa melalui jalur bina lingkungan guru dan 23 siswa melalui jalur

bina lingkungan murni.

(Sumber:http://www.harianlampung.com/m/index.php?ctn=1&k=kawasan&i
=10648, diakses pada 3 September 2016 pukul 13.48 ).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang

akan peneliti lakukan. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Alfi Wira

Pratama dalam Jurnal yang berjudul  Efektivitas Program Bina Lingkungan

pada Masyarakat Nelayan Kelurahan Kota Karang Raya Kota Bandar

Lampung. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dan

eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Sampel pada penelitian ini adalah

masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dan memiliki anak yang bersekolah

dengan memanfaatkan Program Bina Lingkungan, dengan sampel sebesar 67

responden. Analisis efektivitas Program Bina Lingkungan pada masyarakat

nelayan diukur menurut persepsi responden meliputi enam aspek yang dikaji
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dalam penelitian ini, yakni pengetahuan, sosialisasi, tujuan, pemanfaatan,

ketepatan sasaran, dan pemantauan program.

Kesimpulan penelitian tersebut adalah pelaksanaan Program Bina

Lingkungan pada masyarakat nelayan Kelurahan Kota Karang Raya dinilai

cukup efektif dengan hasil perhitungan sebesar 77,31%. Saran yang diberikan

peneliti adalah diperlukan sosialisasi lebih merata dan sesering mungkin

karena dengan sosialisasi yang intensif dan jangkauan luas masyarakat akan

mengetahui informasi Program Bina Lingkungan secara detil dan valid.

Selain itu, perlu pemantauan secara langsung oleh pihak penyelenggara

program agar menghindari kecurangan dalam pelaksanaan Program Bina

Lingkungan.

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan Program Bina Lingkungan

dilakukan oleh Dian Risnawati pada tahun 2016 dalam Skripsi yang berjudul

Respon Pemangku Kepentingan terhadap Implementasi Kebijakan Jalur Bina

Lingkungan (Studi Kasus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun

2015  di SMAN 2 dan SMAN 9 Kota Bandar Lampung). Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Peneliti

menggunakan teori implementasi milik Richard Matland dalam Nugroho

(2012) yakni dengan memilih 3 kriteria ketepatan yang dinilai cocok untuk

digunakan dalam penelitian ini. Ketiga kriteria tersebut adalah:  ketepatan

kebijakan, ketepatan pelaksanaan dan ketepatan target.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan menyebarkan

kuesioner kepada 86 respoden yang terdiri dari 20 responden guru, 33
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responden wali murid dan 33 responden wali murid yang dipilih

menggunakan teknik pengambilan sampel secara random sampling dan

purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukan hasil yang dominan

positif dimana para responden menyatakan bahwa kebijakan bina lingkungan

sudah tepat sasaran dan sesuai dengan prosedur yang ada, selain itu kebijakan

bina lingkungan juga telah mengurangi angka putus sekolah di Kota Bandar

Lampung.

Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Bunga Janati pada tahun 2014 dalam

Skripsi yang berjudul Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru

(PPDB) Jalur Bina Lingkungan Kota Bandar Lampung. Lokasi penelitian

adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, SMAN 12

Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung. Penelitian tersebut

menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian ini berfokus

pada model pendekatan evaluasi implementasi menurut Matland dalam

Nugroho (2012: 743) yang melakukan evaluasi dengan melihat bagaimana

kinerja implementasi kebijakan serta bagaimana strategi dalam meningkatkan

kinerja implementasi kebijakan.

Guna memberikan penilaian terhadap kebijakan tersebut, peneliti

menggunakan kriteria evaluasi ketepatan menurut William N. Dunn sebagai

alat ukur evaluasi pelaksanaan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru

(PPDB) Bina Lingkungan di Kota Bandar Lampung. Indikator ketepatan yang

digunakan dalam penelitian tersebut adalah ketepatan pelaksanaan, ketepatan

target dan ketepatan hasil. Penelitian tersebut memperoleh kesimpulan

bahwa, pelaksanaan kebijakan ini tidak tepat, sasaran melebihi aturan yang
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telah ditetapkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 dan Kebijakan

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Bina Lingkungan dinilai tidak

tepat dikarenakan tujuan dari kebijakan ini tidak terpenuhi serta implementasi

kebijakan program tersebut terlihat buruk.

Sedangkan dalam penelitian kali ini, peneliti melakukan evaluasi dengan

merujuk pada model pendekatan evaluasi implementasi yang disampaikan

oleh William N. Dunn dalam Suharno (2013: 115),  yaitu evaluasi dilakukan

secara menyeluruh baik dari input, proses maupun output. Guna memberikan

penilaian dan mengukur berhasil atau tidaknya pelaksanaan Kebijakan

Pendidikan Program Bina Lingkungan di Kota Bandar Lampung, peneliti

menggunakan kriteria evaluasi kebijakan yang disampaikan oleh Dunn dalam

Mulyadi (2016:124), namun peneliti hanya akan menggunakan empat kriteria

yang dianggap relevan dan dapat menjawab permasalahan penelitian. Kriteria-

kriteria evaluasi kebijakan tersebut adalah: efektivitas, efisiensi, kecukupan,

dan kesamaan.

Perbedaan antara penelitian terdahulu yang berjudul Evaluasi Kebijakan

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Bina Lingkungan Kota Bandar

Lampung oleh Bunga Janati Tahun 2014 dengan penelitian yang akan peneliti

lakukan lebih jelasnya akan disajikan pada tabel 1:
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Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Evaluasi Kebijakan Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur
Bina Lingkungan Kota Bandar

Lampung oleh Bunga Janati Tahun
2014

Evaluasi Kebijakan Pendidikan
Program Bina Lingkungandi Kota

Bandar Lampung

Tipe deskriptif dengan pendekatan
kualitatif

Tipe deskriptif dengan pendekatan
kuantitatif

Dinas Pendidikan Kota Bandar
Lampung, SMAN 14 Bandar
Lampung, dan SMAN 12 Bandar
Lampung

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Bandar Lampung, SMPN 2 Bandar
Lampung, dan SMPN 22 Bandar
Lampung

Pendekatan evaluasi implementasi
menurut Matland

Pendekatan evaluasi implementasi
menurut William. N. Dunn

Fokus penelitian terhadap kriteria
evaluasi ketepatan menurut William.
N. Dunn yaitu ketepatan pelaksanaan,
ketepatan target dan ketepatan hasil.

Fokus penelitian terhadap kriteria
evaluasi menurut William. N. Dunn
yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan,
dan kesamaan.

Indikator:
 Ketepatan pelaksanaan: SOP, aktor

pelaksana, alur koordinasi dan
pendanaan

 Ketepatan target: target sasaran
kebijakan dan intervensi target
sasaran

 Ketepatan hasil: tujuan kebijakan
dan hasil pelaksanaan

Indikator:
 Efektivitas: pencapaian tujuan

kebijakan, peningkatan mutu
pendidikan, pencapaian target
kelompok sasaran sebesar 30% dan
rayonisasi lokasi penerimaan
peserta didik bina lingkungan

 Efisiensi: sosialisasi dan home visit,
dan biaya operasional pelaksanaan

 Kecukupan: kualitas pelayanan dan
tingkat kepuasan kelompok sasaran

 Kesamaan: distribusi penerimaan
peserta didik jalur bina lingkungan
murni dan bina lingkungan guru di
sekolah favorit dan biasa

Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2017

Maksud pembuatan Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan pada

dasarnya sangat baik, namun pada pelaksanaannya muncul berbagai macam

permasalahan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, peneliti

merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait Evaluasi Kebijakan

Pendidikan Program Bina Lingkungan di Kota Bandar Lampung, karena

evaluasi kebijakan bertujuan untuk melakukan penilaian secara keseluruhan



10

dan relevan atas suatu kebijakan dan kesesuaian antara kinerja kebijakan yang

diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan

diungkapkan dalam penelitian adalah “Bagaimana pencapaian Implementasi

Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan di Kota Bandar Lampung?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pencapaian Implementasi Kebijakan Pendidikan

Program Bina Lingkungan di Kota Bandar Lampung

2. Untuk mengetahui faktor-faktor ketidakberhasilan pencapaian

Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan di Kota

Bandar Lampung

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran,

informasi, dan menjadi bahan referensi dalam Ilmu Pemerintahan serta

menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai evaluasi

kebijakan.
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2. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang

bermanfaat serta gambaran nyata khususnya kepada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Bandar Lampung tentang evaluasi Kebijakan

Pendidikan Program Bina Lingkungan.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Pandangan James Anderson dalam Wahab (2016: 8) mengenai kebijakan

adalah suatu tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor

atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah tertentu yang

dihadapi. Kebijakan dalam hal ini memiliki makna sebagai sebuah respon

atas permasalahan yang terjadi. Parsons dalam Hill, M. and P. Hupe

(2002: 5)  menyatakan  jika pengetahuan masyarakat sangat penting

dalam proses kebijakan publik.  Kebijakan publik memberikan ruang bagi

masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan, karena pada

dasarnya masyarakat paling mengerti permasalahan yang terjadi dalam

ranah publik.

Thomas R. Dye (Syafiie, 2011: 115) mengatakan jika kebijakan negara

yaitu apapun yang diambil Pemerintah, baik melakukan sesuatu itu atau

tidak melakukan sama sekali. Maksud dari pernyataan tersebut adalah jika

Pemerintah melakukan sesuatu menjadi keputusan maka tidak melakukan

apapun sama sekali juga keputusan, karena Pemerintah sebagai pihak

yang mempunyai kekuasaan dapat melakukan hal yang sifatnya mencegah
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dan apabila hanya diam maka dapat dikatakan sengaja melindungi untuk

maksud materi.

Sedangkan pengertian kebijakan publik menurut Wilson dalam Wahab

(2016: 13) adalah:

“Tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan
Pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-lngkah
yang telah diambil atau sedang diambil (atau gagal diambil) untuk
diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh
mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi)”.

Akan tetapi, definisi tersebut cakupannya terlalu luas sehingga akan sulit

dipahami oleh orang yang baru mengenal dan mempelajari kebijakan

publik.

David Easton dalam Ndraha (2003: 492) mendefinisikan kebijakan

publik sebagai pemegang otoritas. Senada dengan pendapat David

Easton, Sugandi (2011: 79) berpendapat jika kebijakan publik adalah

sebuah keputusan yang mengikat banyak orang dan secara garis besar

dibuat oleh pemegang otoritas publik. Keputusan yang bersifat mengikat

publik harus dibuat oleh otoritas politik, selanjutnya kebijakan publik

akan dilaksanakan oleh birokrasi Pemerintah.

Menurut Petter Bridgman dan Glyn Davis dalam Wicaksono (2006: 65)

terdapat lima karakteristik untuk mempermudah memahami kebijakan

publik, yaitu:

a) Memiliki tujuan yang didesain untuk dicapai atau tujuan yang
dipahami;

b) Melibatkan keputusan beserta dengan konsekuensinya;
c) Terstruktur dan tersusun menurut aturan tertentu;
d) Pada hakikatnya adalah politis;
e) Bersifat dinamis.
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa

pembuatan kebijakan publik selalu melibatkan hubungan antara

Pemerintah dan masyarakat. Kebijakan publik mengandung makna

bahwa terdapat suatu ruang dalam kehidupan yang bukan milik pribadi

melainkan milik umum. Jadi kebijakan publik merupakan sebuah

keputusan dari lembaga yang berwenang atau Pemerintah yang

menyangkut kepentingan masyarakat luas.

2. Proses Kebijakan Publik

Dunn (2003: 22) berpendapat jika proses pembuatan kebijakan publik

merupakan sebuah kegiatan melalui rangkaian tahapan yang saling

bergantung dan diatur menurut urutan waktu yaitu penyusunan agenda,

formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan

evaluasi kebijakan.

a) Penyusunan agenda. Dalam penyusunan agenda, para pejabat yang
terpilih meletakkan masalah atau isu sebagai agenda publik;

b) Formulasi kebijakan. Pada tahap ini para pejabat merumuskan
alternatif kebijakan sebagai jawaban atas permasalahan;

c) Adopsi kebijakan. Setelah membuat alternatif kebijakan kemudian
kebijakan tersebut diadopsi berdasarkan dukungan mayoritas dari
badan legislatif, konsesus diantara direktur kelembagaan atau
putusan peradilan;

d) Implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah di adopsi kemudian
dilaksanakan oleh unit administrasi yang menggerakkan sumber
daya finansial dan manusia;

e) Evaluasi kebijakan. Badan pemeriksa dan akutansi Pemerintahan
menentukan apakah lembaga eksekutif, legislatif dan peradilan
memenuhi persyaratan Undang-Undang dalam pembuatan
kebijakan dan pencapaian tujuan.

Penjelasan mengenai tahap-tahap proses kebijakan publik di atas

menjelaskan bahwa tahap-tahap dalam proses kebijakan publik saling
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berkesinambungan dan mempengaruhi satu sama lain. Pada penelitian

ini, peneliti lebih memfokuskan pada proses evaluasi kebijakan. Alasan

peneliti memilih pada proses evaluasi kebijakan karena untuk mengukur

tingkat keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Program Bina

Lingkungan di Kota Bandar Lampung dengan melihat sejauh mana

pencapaian implementasi dari Program Bina Lingkungan itu sendiri.

B. Tinjauan tentang Evaluasi Kebijakan

1. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik

Badjuri dan Yuwono dalam Tangkilisan (2003: 25) menyatakan jika

tahapan yang cukup penting dan sering terlupakan efektivitasnya dalam

konteks kebijakan publik di Indonesia adalah evaluasi kebijakan. Istilah

evaluasi memiliki arti yang sangat berhubungan, masing-masing

menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan

program. Howlett dan Ramesh dalam Mulyadi (2016: 121) menyatakan

jika evaluasi merupakan pengkajian secara sistematik dan empiris

terhadap akibat dari kebijakan dan program pemerintah yang sedang

berjalan dan kesesuaiannya dengan tujuan yang hendak dicapai oleh

kebijakan tersebut.

Ketika hasil kebijakan memberikan sumbangan terhadap sasaran dan

tujuan pembuatan kebijakan, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan atau

program tersebut telah mencapai tingkat kinerja yang dapat mengatasi

masalah publik. Nekola dalam Peters, B. G. and J. Pierre (2006, 338)
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menyatakan bahwa evaluasi merupakan tahap akhir dalam proses

kebijakan dan memainkan peran yang sangat fundamental. Setiap

kebijakan publik harus dimonitor dan dievaluasi dalam perjalanan

implementasinya sehingga keputusan yang diambil dapat dijadikan

pertimbangan untuk melanjutkan, menyesuaikan atau menghentikan

kebijakan.

Winarno (2012: 23) menyatakan jika evaluasi kebijakan dipandang

sebagai usaha untuk menentukan dampak atau konsekuensi sebenarnya

dari kebijakan pada kondisi kehidupan nyata. Fischer, F., G. J. Miller, M.

S. Sidney (2007: 608) berpendapat jika studi evaluasi lebih difokuskan

pada efisiensi, dan efektivitas dimensi struktur birokrasi maupun proses

untuk mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan atau program tersebut

telah mencapai tujuan dari pembuatan kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, peneliti berpendapat bahwa

evaluasi kebijakan merupakan penilaian atas pencapaian implementasi

kebijakan dan menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang

dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi. Hasil penilaian tersebut

berguna untuk bahan pembelajaran bagi para aktor kebijakan agar

kelemahan atau kekurangan tidak terulang diwaktu yang akan datang.

2. Dimensi Dimensi Evaluasi Kebijakan

Dunn dalam Suharno (2013: 115) memiliki pendapat bahwa evaluasi

kebijakan publik mempunyai empat lingkup makna yaitu evaluasi
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perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, evaluasi kinerja

kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan. Keempat dimensi tersebut

sebagai fokus evaluasi kebijakan.

a. Evaluasi formulasi kebijakan publik

Secara umum evaluasi formulasi berkenaan dengan apakah formulasi

kebijakan publik dilaksanakan, menggunakan pendekatan yang sesuai

dengan masalah yang hendak diselesaikan, mengarah pada

permasalahan inti, mengikuti prosedur yang diterima secara bersama,

mendayagunakan smberdaya yang ada secara optimal baik berupa

waktu, dana, manusia maupun kondisi lingkungan.

b. Evaluasi implementasi kebijakan publik

Evaluasi implementasi kebijakan publik dibagi menjadi tiga timing

evaluasi yaitu sebelum dilaksanakan (input), pada waktu

dilaksanakan (proses) dan setelah dilaksanakan (output).

c. Evaluasi kinerja kebijakan publik

Dimensi penilaian kinerja kebijakan yang berkenaan dengan: dimensi

hasil, dimensi proses pencapaian hasil dan pembelajaran, dimensi

sumber daya yang digunakan, dimensi keberadaan dan perkembangan

organisasi, dimensi keberadaan dan perkembangan organisasi, dan

dimensi kepemimpinan dan pembelajarannya.

d. Evaluasi lingkungan kebijakan publik

Evaluasi lingkungan yaitu konteks lingkungan dikedepanan karena

perubahan lingkungan terjadi hari ini dan dimasa depan adalah
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perubahan dalam volume yang besar dan cepat. Evaluasi lingkungan

kebijakan publik memberikan sebuah deskripsi yang lebih jelas

bagaimana konteks kebjakan dirumuskan dan diimplementasikan.

Untuk penelitian ini peneliti memilih salah satu dimensi evaluasi

kebijakan yang akan dijadikan sebagai fokus penelitian yaitu

mengenai evaluasi implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada penelitian ini peneliti akan

melakukan evaluasi dengan menggunakan pendekatan evaluasi

implementasi yaitu melakukan evaluasi dari segi input, proses maupun

output serta menggunakan kriteria evaluasi kebijakan yang sesuai guna

mempermudah peneliti untuk melakukan evaluasi Kebijakan Pendidikan

Program Bina Lingkungan baik dari tahap input, proses maupun output.

3. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn dalam Mulyadi (2016: 124) terdapat enam kriteria yang

digunakan untuk menilai sebuah kinerja berhasil atau tidak berhasil, yaitu:

a. Efektivitas, fokus dari kriteria ini terletak pada pencapaian hasil.

Efektivitas berkaitan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari

unit produk atau layanan maupun nilai moneternya.

b. Efisiensi, berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk

menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
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c. Kecukupan, berkaitan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas

memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan

adanya masalah.

d. Kesamaan, berkaitan dengan rasionalitas legal dan sosial dan

menunjuk kepada distribusi akibat dan usaha secara merata antara

kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Menurut Dunn

(2003: 434) kebijakan yang direkomendasikan atas dasar kriteria

kesamaan adalah berkaitan dengan pendapatan,kesempatan

pendidikan atau pelayanan. Suatu kebijakan dapat dikatakan tidak

efektif, efisien dan mencukupi apabila kelompok sasaran tidak

menerima pelayanan seperti yang diharapkan.

e. Responsivitas, berkaitan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat

memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai masyarakat.

f. Ketepatan, berkaitan dengan rasionalitas substantif, karena

pertanyaan tentang hal ini tidak berkenaan dengan satuan kriteria

individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Kriteria

ketepatan cenderung menganalisis mengenai manfaat dari suatu

kebijakan terhadap kelompok sasaran.

Berdasarkan kriteria-kriteria evaluasi tersebut, peneliti akan

menggunakan beberapa kriteria diantaranya adalah efektivitas, efisiensi,

kecukupan, dan kesamaan. Alasan peneliti mengapa hanya menggunakan

empat kriteria dalam mengevaluasi kebijakan karena kriteria-kriteria

tersebut relevan dan dapat menjawab masalah yang akan diteliti, selain
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itu juga dapat membatasi ruang lingkup penelitian agar fokus terhadap

masalah yang akan diteliti.

4. Lingkungan Evaluasi Kebijakan

Seorang evaluator harus mempertimbangkan keterkaitan orang yang

bersangkutan dengan program yang akan  dievaluasi. Berdasarkan

pertimbangan tersebut, Wahab (2016: 45) lingkungan evaluasi dapat

diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu lingkungan eksternal dan

lingkungan internal.

a. Lingkungan Internal

Lingkungan internal merupakan individu yang menjadi bagian dari

struktur formal yang berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan

kebijakan tersebut. Maksud struktur formal adalah stakeholders atau

aktor pelaksana kebijakan dan implementasi program yang akan

dievaluasi. Kelebihan melakukan evaluasi dalam lingkungan internal

adalah responden/ informan lebih memahami program yang akan

dievaluasi, namun kekurangannya adalah responden/informan

dikhawatirkan akan bertindak subyektif.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan individu yang tidak memiliki

kewenangan legal untuk membuat dan melaksanakan kebijakan,

namun terkena impact serta dampak pelaksanaan kebijakan. Mereka

diminta untuk mengevaluasi keberhasilan program atau
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keterlaksanaan kebijakan yang sudah diputuskan. Kelebihan

melakukan evaluasi dalam lingkungan eksternal adalah

responden/informan akan bertindak objektif selama melakukan

evaluasi sehingga akan mendapatkan kesimpulan  yang sesuai dengan

keadaan dan kenyataan, namun kekurangannya responden/informan

tersebut kurang memahami kebijakan atau program yang akan

dievaluasi.

Lingkungan internal dalam penelitian ini terdiri dari Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dan Guru di SMPN 2 dan SMPN

22 Bandar Lampung. Sedangkan lingkungan eksternal dalam penelitian

ini adalah kelompok sasaran yang terkena impact serta dampak

pelaksanaan kebijakan yaitu wali murid di SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar

Lampung.

C. Konsep Kebijakan Pendidikan

Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana dalam

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk merangsang

peserta didik dapat aktif mengembangkan potensi yang dimiliki. John Dewey

(1958) dalam Petters dan Pierre (2006: 232)  menyatakan bahwa pendidikan

pada dasarnya pendidikan berkaitan dengan perkembangan masyarakat

demokratis di mana setiap orang memiliki kebebasan dan berpartisipasi.
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Kebijakan pendidikan pada dasarnya tidak terlepas dari realitas pendidikan itu

sendiri. Pandangan tersebut senada dengan pendapat Tilaar dan Nugroho

(2008) seperti yang dikutip dalam Jurnal Aminuddin Bakry (2010) pada hari

Senin, 5 September 2016 pukul 14.45 mengungkapkan bahwa kebijakan

pendidikan pada dasarnya sangat berkaitan dengan hakikat pendidikan dalam

proses memanusiakan anak manusia menjadi manusia yang merdeka.

Aminuddin Bakry (2010) menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan adalah

kebijakan publik. Kebijakan pendidikan memberikan kesempatan dan akses

seluas-luasnya kepada warga masyarakat melalui pendidikan gratis

menunjukkan indikasi bahwa pendidikan merupakan barang publik yang harus

ditanggung pemerintah.

Sedangkan menurut H.A.R Tilaar (2009: 7) sebagaimana dikutip dalam Jurnal

Mujianto Solichin (2015) pada hari Senin, 5 September 2016 pukul 15.25

kebijakan pendidikan adalah rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan

tujuan pendidikan nasional yang diwujudkan melalui lembaga-lembaga sosial

(social institutions) atau organisasi sosial dalam bentuk lembaga-lembaga

pendidikan formal, nonformal, dan informal. Dalam Irianto (2011: 49)

kebijakan pendidikan berfungsi sebagai alat dalam mencapai tujuan-tujuan

pelaksanaan pendidikan.

Pandangan mengenai nilai pendidikan tidak terbatas pada etika baik atau tidak

baik, namun lebih menekankan pada tujuan pembentukan kebijakan dalam

pendidikan. Nilai dan tujuan tersebut dapat dilihat apabila kebijakan tersebut

telah diimplementasikan. Menurut Irianto (2011: 49) karakteristik etika

kebijakan dalam konteks manajemen pendidikan adalah:
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a. Kebijakan pendidikan diperoleh melalui penemuan empiris dengan
menggunakan prosedur dan teknik ilmiah;

b. Kriteria, alat dan prosedur yang dipergunakan dalam menganalisis
kebijakan pendidikan bersifat relatif untuk setiap jalur, jenis dan
jenjang pendidikan;

c. Masing-masing implementasi kebijakan pendidikan harus
menghasilkan produk dan dampak yang bernilai , baik yang bersifat
intristik maupun ekstrinsik;

d. Nilai baik pada setiap situasi implementasi kebijakan pendidikan
terletak pada proses aktif;

e. Sikap yang baik adalah yakin bahwa kondisi implementasi kebijakan
pendidikan pada suatu saat akan bernilai baik dan buruk, tergantung
apa yang telah, sedang dan akan diusahakan.

D. Tinjauan tentang Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan bertujuan untuk memberi kesempatan kepada anak

usia sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu dan berasal dari anak

guru untuk memperoleh layanan pendidikan pada satuan pendidikan di Kota

Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga menetapkan asas-

asas dalam menyeleksi calon peserta didik jalur bina lingkungan, yakni

berpedoman secara obyektif, transparansi, akuntabilitas dan tidak

diskriminatif.

Landasan penyelenggaraan pendidikan dan Program Bina Lingkungan diatur

dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan serta Peraturan Walikota Bandar Lampung

Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta

Didik Baru pada Jenjang SD, SMP dan sederajat di Kota Bandar Lampung.

Program Bina Lingkungan yang dibentuk oleh Walikota Bandar Lampung

ditujukan untuk calon peserta didik yang berasal dari anak guru dan keluarga

kurang mampu di Kota Bandar Lampung. Peserta didik bina lingkungan yang
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akan melanjutkan pendidikan pada jenjang selanjutnya diharapkan mendaftar

pada sekolah yang lokasinya berdekatan dengan tempat tinggal.

Berdasarkan website resmi bandarlampung.siap-ppdb.com yang diakses pada

1 September 2016 pukul 18.45 , peserta didik yang berhak mengikuti seleksi

jalur bina lingkungan adalah:

1. Calon siswa baru dari keluarga belum mampu secara ekonomi yang
berdomisili dekat dengan sekolah pilihan, dan resmi sebagai warga
Kota Bandar Lampung dengan ketentuan:
a. Memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus PPDB yang

telah ditetapkan;
b. Memiliki surat keterangan tidak mampu dari Lurah yang

ditandatangani oleh Lurah (tidak boleh atas nama) dan dari
sekolah asal serta melampirkan surat keterangan dari RT;

c. Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga dan KTP orang tuanya;
d. Menyerahkan kartu keluarga yang asli, dan akan dikembalikan

pada saat pengumuman;
e. Hanya diperkenankan memilih satu sekolah yang terdekat dengan

tempat  tinggalnya.
2. Anak kandung pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah yang

bersangkutan, dengan ketentuan :
a. Menyerahkan fotocopy KTP, Kartu Keluarga atau KP4;
b. Menyerahkan fotocopy surat tugas dari satuan pendidikan tempat

bertugas;
c. Memenuhi persyaratan umum/khusus PPDB tahun yang telah

ditetapkan;
d. Dapat memilih sekolah tempat orang tuanya bertugas, atau sekolah

lain yang terdekat dengan tempat tinggal orang tuanya.
3. Jika persyaratan yang dimaksud pada angka satu dan dua di atas

terpenuhi maka dapat diterima di SMP Negeri tanpa mengikuti proses
seleksi

4. Apabila pendaftar melampaui kuota yang telah ditetapkan akan
diadakan seleksi berdasarkan kemampuan akademik atau hasil
verifikasi biodata melalui home visit yang dilakukan oleh panitia.
(Sumber: https://bandarlampung.siap-ppdb.com/, diakses tanggal 1
september 2016)

Daya tampung sekolah dalam jalur bina lingkungan baik jenjang SD, SMP

dan  yang  sederajat adalah sebesar 70% peserta didik masuk melalui jalur

reguler dan 30% peserta didik masuk melalui jalur bina lingkungan.
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E. Kerangka Pikir

Widayat dan Amirullah (2002) dalam Masyhuri dan Zainuddin (2011: 119)

memberikan pengertian kerangka berfikir sebagai sebuah konsep tentang

bagaimana hubungan teori terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi

sebagai masalah. Pemerintah telah menghapus sistem sentralisasi dalam dunia

pendidikan menjadi sistem desentralisasi dengan tujuan untuk memperbaiki

kualitas pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pelaksanaan desentralisasi pendidikan merupakan wujud dari otonomi daerah,

yang berarti daerah memiliki kewenangan dalam bidang pengelolaan

pendidikan.

Sebagai  wujud konsistensi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan

pendidikan di daerah, Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung membuat

sebuah Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan. Fokus pembangunan dalam bidang pendidikan di Bandar

Lampung diarahkan untuk peningkatan akses pendidikan, peningkatan mutu

dan relevansi pendidikan serta peningkatan manajemen pendidikan. Berkaitan

dengan hal tersebut, Walikota Bandar Lampung membuat sebuah kebijakan

berupa Program Bina Lingkungan.

Bina lingkungan merupakan sebuah program yang memberikan perluasan

akses pendidikan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu di Kota

Bandar Lampung. Sasaran Program Bina Lingkungan adalah peserta didik SD,

SMP, dan SMA sederajat. Program Bina Lingkungan bertujuan memberi

kesempatan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu
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dan berasal dari anak guru untuk memperoleh layanan pendidikan pada satuan

pendidikan di Kota Bandar Lampung. Kebijakan Pendidikan Program Bina

Lingkungan telah berjalan selama empat tahun, namun dalam

pengimplementasiannya Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan

mengalami banyak sekali permasalahan.

Banyak  permasalahan yang timbul pada Implementasi Kebijakan Pendidikan

Program Bina Lingkungan, diantaranya yaitu penetapan jumlah kuota

penerimaan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012,

belum mengakomodir kebutuhan siswa miskin dan masih banyak lagi

permasalahan lainnya di lapangan. Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk

melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Pendidikan Program Bina

Lingkungan di Kota Bandar Lampung.

Evaluasi tersebut dilakukan dengan merujuk pada pendekatan evaluasi

implementasi yang disampaikan oleh William N. Dunn yaitu evaluasi

dilakukan secara menyuluruh baik dari tahap input, proses maupun output.

Selain itu agar mempermudah peneliti dalam melakukan evaluasi, peneliti

menggunakan kriteria-kriteria evaluasi yang disampaikan oleh Dunn dalam

Mulyadi (2016:124), beberapa kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah: efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan

kesamaan. Namun, dari segi input hanya menggunakan kategori efektivitas

dan efisiensi saja, karena untuk membatasi ruang lingkup bahasan agar tidak

terlalu luas dan sesuai dengan sub indikator yang telah dibuat. Penjelasan alur

kerangka pikir lebih lanjut dan ringkas akan peneliti gambarkan dalam bagan

berikut:
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 Gambar 1 

Bagan Kerangka Pikir 

Evaluasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan di Kota Bandar Lampung 

 

1. Efektivitas: 

 Pencapaian target kuota 

peserta didik bina lingkungan 

sebesar 30% 

2. Efisiensi: 

 Biaya operasional pelaksanaan 

program bina lingkungan 

1. Efektivitas: 

 Pencapaian tujuan kebijakan 

2. Efisiensi: 

 Pelaksanaan sosialisasi dan home 

visit 

3. Kecukupan: 

 Kualitas pelayanan penerimaan 

peserta didik jalur biling 

4. Kesamaan: 

 Distribusi penerimaan peserta didik 

jalur biling murni dan biling guru 

di sekolah favorit dan biasa 

1. Efektivitas: 

 Pencapaian tujuan kebijakan 

 Pencapaian kualitas mutu pendidikan 

 Pencapaian target kuota peserta didik 

biling sebesar 30% 

 Rayonisasi lokasi penerimaan 

peserta didik biling 

2. Efisiensi: 

 Pelaksanaan sosialisasi dan home 

visit 

3. Kecukupan: 

 Tingkat kepuasan kelompok sasaran 

4. Kesamaan: 

 Distribusi penerimaan peserta didik 

jalur biling  murni dan biling guru di 

sekolah favorit dan biasa 

 

  

Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan 

Proses Output Input 



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan

kuantitatif. Metode deskriptif merupakan sebagai prosedur pemecahan

masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan

objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau

sebagaimana adanya. Metode ini bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan

dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa

adanya. Selain itu harus searah dengan rumusan masalah karena tujuan dari

penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya dikemukakan oleh

rumusan masalah.

Siregar (2013:86) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif merupakan

kegiatan analisis datanya meliputi pengolahan data dan penyajian data,

melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian

hipotesis dengan menggunakan uji statistik. Penggunaan angka dalam

penelitian kuantitatif dapat digunakan pula data-data kualitatif yang dikonversi

ke dalam bentuk angka. Seperti data-data jenis kelamin, tingkat pendidikan,

persepsi, motivasi dan lain sebagainya.
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Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan

kuantitatif untuk melakukan “Evaluasi Kebijakan Pendidikan Program Bina

Lingkungan di Kota Bandar Lampung” dengan menggunakan perhitungan atas

kriteria evaluasi dan indikator yang akan menghasilkan penilaian terhadap

implementasi kebijakan Program Bina Lingkungan. Tujuan akhir penelitian

yang ingin dicapai adalah untuk mendeskripsikan secara statistik dan menafsir

atau meramalkan hasil penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian

terhadap suatu fenomena atau  peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek

yang teliti untuk mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Tindakan

yang harus dilakukan untuk menentukan lokasi penelitian adalah dengan cara

mempertimbangkan teori dan mempelajari lebih dalam mengenai indikator

serta rumusan masalah penelitian, serta mempertimbangkan dari sisi

georgrafis dan praktis baik dari segi pertimbangan waktu, biaya dan tenaga.

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Bandar Lampung, SMPN 22 Bandar Lampung dan SMPN 2

Bandar Lampung.

Peneliti memilih Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung

sebagai lokasi penelitian karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Bandar Lampung merupakan institusi atau lembaga yang mengerti dan

berperan penting dalam pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Program Bina

Lingkungan, baik dari tahap sosialisasi, verifikasi data, pengumuman, bahkan
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hingga menerima pengaduan yang diajukan oleh wali murid di posko

pengaduan Program Bina Lingkungan. Selanjutnya, agar memperoleh

informasi yang lebih valid maka peneliti memilih dua sekolah yaitu SMPN 22

Bandar Lampung dan SMPN 2 Bandar Lampung karena sekolah tersebut

merupakan tempat pengimplementasian Kebijakan Pendidikan Program Bina

Lingkungan, serta di sekolah tersebut juga terdapat masalah dalam

pengimplementasian Program Bina Lingkungan.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Sarwono (2006: 16) mendefinisikan data primer sebagai data yang

diperoleh langsung dengan cara menggali dari sumber informasi

(informan) dan dari catatan di lapangan yang relevan dengan masalah yang

diteliti. Informan-informan pada penelitian ini dipilih dengan mendasarkan

pada subyek yang mengusai permasalahan, memiliki data serta bersedia

memberikan informasi data. Data primer diperoleh peneliti sebagai hasil

dari proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik kuesioner dan

wawancara. Data primer dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Sumber Data Primer Penelitian

No Teknik
Pengambilan
Data Primer

Responden dan Informan Waktu
Pelaksanaan

1 Kuesioner Pegawai Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Bandar
Lampung

11-16 April 2017
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(1) (2) (3) (4)
Guru dan Wali murid SMPN 2
Bandar Lampung

17-26 April 2017

Guru dan Wali murid SMPN 22
Bandar Lampung

17-26 April 2017

2 Wawancara Pegawai Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Bandar
Lampung

13 Juni 2017

Guru dan Wali murid SMPN 22
Bandar Lampung

14 - 15 Juni 2017

Guru dan Wali murid SMPN 2
Bandar Lampung

14 - 15 Juni 2017

Sumber: data diolah peneliti tahun 2017

2. Data Sekunder

Sarwono (2006: 17) mendefinisikan data sekunder sebagai data yang

digunakan untuk mendukung dan mencari fakta yang sebenarnya hasil dari

wawancara mendalam yang telah dilakukan maupun mengecek kembali

data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder pada penelitian ini dapat

dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Sumber Data Sekunder Penelitian

No Keterangan Data Sekunder Waktu Pengambilan
1 Peraturan Daerah No 01 tahun 2011

tentang Penyelenggaraan Pendidikan
15 April 2017

2 Peraturan Walikota No 49 tahun 2013
tentang Pedoman PPDB

13 April 2017

3 Daftar Guru SMPN 22 Bandar
Lampung

17 April 2017

4 Daftar Guru SMPN 2 Bandar Lampung 25 April 2017
5 Daftar Pegawai Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Bandar Lampung
15 April 2017

6 Daftar Siswa Bina Lingkungan Kelas
VII di SMPN 22 Bandar Lampung

17 April 2017

7 Daftar Siswa Bina Lingkungan Kelas
VII di SMPN 2 Bandar Lampung

25 April 2017

8 Data Calon Peserta Didik Baru Jalur
Bina Lingkungan Murni SMPN 2
Bandar Lampung Tahun Ajaran
2016/2017

25 April 2017

Sumber: data diolah peneliti tahun 2017
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D. Definisi Konseptual

Evaluasi merupakan pengkajian secara sistematik dan empiris terhadap akibat

dari kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan dan

kesesuaiannya dengan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan tersebut.

Ketika hasil kebijakan memberikan sumbangan terhadap sasaran dan tujuan

pembuatan kebijakan, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program

tersebut telah mencapai tingkat kinerja untuk mengatasi masalah publik.

Studi evaluasi lebih difokuskan pada efisiensi dan efektivitas dimensi struktur

birokrasi maupun proses untuk mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan atau

program tersebut telah mencapai tujuan dari pembuatan kebijakan itu sendiri.

Intinya, evaluasi kebijakan dilakukan untuk melakukan penilaian atas

pencapaian implementasi kebijakan dan menghasilkan rekomendasi dari

penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi. Hasil dari

penilaian evaluasi tersebut berguna untuk bahan pembelajaran bagi para aktor

kebijakan agar kelemahan atau kekurangan tidak terulang diwaktu yang akan

datang.

E. Definisi Operasional

Menurut Siregar (2013:111) definisi operasional dalam penelitian merupakan

bentuk operasional dari variabel-variabel yang digunakan, biasanya berisi

definisi konseptual, indikator yang digunakan, alat ukur yang digunakan dan

penilaian alat ukur. Judul penelitian ini terlihat variabel, yaitu evaluasi

Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan. Untuk mengetahui
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indikator-indikator yang mengidentifikasikan evaluasi Kebijakan Pendidikan

Program Bina Lingkungan, maka peneliti memilih efektivitas, efisiensi,

kecukupan dan kesamaan sebagai alat ukur evaluasi Kebijakan Pendidikan

Program Bina Lingkungan di Kota Bandar Lampung. Definisi operasional dari

penelitian ini dapat dilihat dari tabel 4.

Tabel 4. Definisi Operasional Variabel

No Variabel Definisi Konsep Indikator Sub Indikator
1 Evaluasi Evaluasi

kebijakan
merupakan suatu
tindakan yang
dilakukan untuk
melakukan
penilaian atas
pencapaian
implementasi
kebijakan dan
menghasilkan
rekomendasi dari
penilaian-
penilaian yang
dilakukan atas
kebijakan yang
dievaluasi.

a. Efektivitas 1. Pencapaian tujuan
dalam
memberikan
kesempatan
kepada calon
peserta didik yang
berasal dari
keluarga tidak
mampu untuk
memperoleh
pendidikan di
Kota Bandar
Lampung

2. Pencapaian
kualitas mutu
pendidikan

3. Pencapaian target
kuota peserta didik
bina lingkungan
sebesar 30%

4. Rayonisasi lokasi
penerimaan
peserta didik bina
lingkungan

b. Efisiensi 1. Sosialisasi dan
Home visit

2. Biaya operasional
pelaksanaan
Program Bina
Lingkungan
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(1) (2) (3) (4) (5)

c. Kecukupan 1. Kualitas pelayanan
penerimaan
peserta didik jalur
bina lingkungan

2. Tingkat kepuasan
kelompok sasaran

d. Kesamaan 1. Distribusi
penerimaan
peserta didik jalur
bina lingkungan
murni dan bina
lingkungan guru di
sekolah favorit
dan biasa

Sumber: data diolah peneliti tahun 2017

F. Dimensi Dimensi Evaluasi Kebijakan

Dunn dalam Suharno (2013: 115) memiliki pendapat bahwa evaluasi

kebijakan publik mempunyai empat lingkup makna yaitu evaluasi perumusan

kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, evaluasi kinerja kebijakan, dan

evaluasi lingkungan kebijakan. Keempat dimensi tersebut merupakan fokus

evaluasi kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan melakukan

evaluasi dengan menggunakan dimensi evaluasi implementasi. Dimensi

evaluasi implementasi dilakukan dengan mengevaluasi dari tahap input, proses

maupun output serta menggunakan kriteria evaluasi kebijakan yang sesuai

sebagai indikator guna mempermudah peneliti untuk melakukan evaluasi

Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan. Lebih jelasnya akan peneliti

sajikan pada tabel 5.
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Tabel 5. Evaluasi berdasarkan Dimensi Evaluasi Implementasi

No Dimensi
Evaluasi

Implementasi

Indikator
Ktiteria
Evaluasi

Sub Indikator

1 Input 1. Efektivitas  Pencapaian target kuota peserta
didik bina lingkungan sebesar 30%

2. Efisiensi  Biaya operasional pelaksanaan
Program Bina Lingkungan

2 Proses 1. Efektivitas  Pencapaian tujuan kebijakan
2. Efisiensi  Pelaksanaan sosialisasi dan home

visit
3. Kecukupan  Kualitas pelayanan penerimaan

peserta didik jalur bina lingkungan
4. Kesamaan  Distribusi penerimaan peserta

didik jalur bina lingkungan murni
dan bina lingkungan guru di
sekolah favorit dan biasa

3 Output 1. Efektivitas  Pencapaian tujuan kebijakan
 Pencapaian kualitas mutu

pendidikan
 Pencapaian target kuota peserta

didik bina lingkungan sebesar 30%
 Rayonisasi lokasi penerimaan

peserta didik bina lingkungan
2. Efisiensi  Pelaksanaan sosialisasi dan home

visit
3. Kecukupan  Tingkat kepuasan kelompok

sasaran
4. Kesamaan  Distribusi penerimaan peserta

didik jalur bina lingkungan murni
dan bina lingkungan guru di
sekolah favorit dan biasa

Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2017

G. Populasi, Teknik Sampling dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sumaatmadja dalam Siregar (2013:30) populasi merupakan

keseluruhan objek penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang

diteliti atas semua kasus dan gejala yang ada di daerah penelitian. Sesuatu

dapat dikatakan sebagai populasi minimal memiliki satu karakteristik umu
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yang sama. Kata populasi amat populer dipakai untuk menyebutkan

serumpun/sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Kebijakan Pendidikan

Program Bina Lingkungan di Kota Bandar Lampung. Mulyadi (2016: 138)

menyatakan jika kegiatan evaluasi kebijakan publik dilakukan pada

pemerintah dan kelompok sasaran kebijakan karena merupakan entry point

dalam menentukan suatu kebijakan publik dinilai berhasil atau tidak dalam

mencapai sasaran, tujuan dan dampak yang menjadi content dari kebijakan

tersebut. Maka dari itu sesuai dengan masalah yang diteliti, populasi pada

penelitian ini tidak hanya berasal dari kalangan pemerintah, namun juga

berasal dari kelompok sasaran kebijakan. Sehingga populasi dalam

penelitian ini terdiri dari:

a. Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan institusi atau lembaga

yang berperan penting dalam pelaksanaan Kebijakan Pendidikan

Program Bina Lingkungan, baik dari tahap sosialisasi, home visit,

pengumuman, bahkan hingga menerima pengaduan yang diajukan oleh

Wali Murid di posko pengaduan Program Bina Lingkungan.

Tabel 6. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Bandar Lampung

NO Instansi Jumlah
1 Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Bandar
Lampung

169 orang

Jumlah 169 orang
Sumber: Daftar Absen Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Bandar Lampung Tahun 2017
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Dari jumlah pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar

Lampung sebanyak 169 orang, jumlah pegawai yang mengerti dan

membidangi program bina lingkungan adalah sebanyak 28 orang.

Sehingga populasi pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Bandar Lampung adalah sebanyak 28 orang, yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung

2. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar

Lampung

3. Pegawai pada Sub Bagian Program dan Informasi

4. Pegawai pada Bidang Pendidikan Dasar yang terdiri dari Seksi

Kurikulum Pendidikan Dasar, Seksi Kelembagaan Pendidikan

Dasar, serta Seksi PTK Pendidikan Dasar.

b. Guru SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung

Guru merupakan tenaga pengajar yang mengetahui Kebijakan

Pendidikan Program Bina Lingkungan dan berhubungan langsung

dengan peserta didik jalur bina lingkungan. Maka peneliti

mengganggap guru mengetahui tentang Implementasi Kebijakan

Pendidikan Program Bina Lingkungan.

Tabel 7. Jumlah Guru SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung Tahun
Ajaran 2016/2017

NO Nama Sekolah Jumlah

1 SMPN 2 Bandar Lampung 76 orang
2 SMPN 22 Bandar Lampung 54 orang

Jumlah 130 orang
Sumber: Data Rekapitulasi Guru SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar

Lampung Tahun Ajaran 2016/2017
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Dari jumlah guru di SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung sebanyak 130

orang, jumlah guru yang mengerti dan berhubungan langsung dengan

peserta didik bina lingkungan adalah sebanyak 22 orang. Sehingga

populasi guru di SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung adalah

sebanyak 22 orang

c. Wali Murid Bina Lingkungan Kelas VII SMPN 2 dan SMPN 22
Bandar Lampung

Wali Murid Bina Lingkungan merupakan kelompok sasaran utama

yang mengetahui dan menerima Kebijakan Pendidikan Program Bina

Lingkungan. Peneliti beranggapan jika Wali Murid mengerti tentang

pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan.

Tabel 8. Jumlah Wali Murid Bina Lingkungan kelas VII SMPN 2 dan
SMPN 22 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017

NO Nama Sekolah Jumlah
1 SMPN 2 Bandar Lampung 18 orang
2 SMPN 22 Bandar Lampung 182 orang

Jumlah 200 orang
Sumber: Data Rekapitulasi Wali Murid Kelas VII SMPN 2 dan SMPN 22

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017

Dari jumlah wali murid bina lingkungan kelas VII di SMPN 2 dan SMPN 22

Bandar Lampung sebanyak 200 orang, jumlah wali murid yang mengerti

dan memahami pelaksanaan program bina lingkungan adalah

sebanyak 33 orang. Sehingga populasi wali murid di SMPN 2 dan SMPN

22 Bandar Lampung adalah sebanyak 28 orang
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Tabel 9. Jumlah Populasi

No Keterangan Jumlah
Keseluruhan

Jumlah Populasi

1 Pegawai Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan Kota
Bandar Lampung

169 orang 28 orang

2 Guru SMPN 2 dan
SMPN 22 Bandar
Lampung

130 orang 22 orang

3 Wali murid bina
lingkungan kelas VII
SMPN 2 dan SMPN
22 Bandar Lampung

200 orang 33 orang

Jumlah 499 orang 83 orang
Sumber: data diolah peneliti tahun 2017

2. Teknik Sampling

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah sampling jenuh atau sensus.

Sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel apabila semua

anggota populasi digunakan sebagai sampel penelitian. sampling jenuh

digunakan apabila jumlah populasi relatif kecil dan kurang dari 100 orang.

Populasi pada penelitian ini terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Bandar Lampung, guru di SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung

serta wali murid di SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung dengan total

keseluruhan adalah sebanyak 83 orang.

3. Sampel

Menurut Neuman dalam Herdiansyah (2010:104), sampel merupakan

bagian dari populasi yang akan dilibatkan dalam penelitian serta

merupakan bagian representatif dan mempresentasikan karakter atau ciri-

ciri dari populasi. Populasi dalam penelitian ini relatif kecil hanya
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berjumlah 83 orang, sehingga keseluruhan dari populasi penelitian

dijadikan sebagai sampel.

Tabel 10. Jumlah Sampel

NO Kriteria Populasi Jumlah Sampel
1 Pegawai Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Bandar Lampung
28 orang

2 Guru SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar
Lampung

22 orang

3 Wali Murid Bina Lingkungan Kelas VII
SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar
Lampung

33 orang

Jumlah 83 orang
Sumber: data diolah oleh peneliti tahun 2017

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang strategis dalam penelitian,

karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data, karena jika

seorang peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti

tidak akan mendapatkan data standar yang ditetapkan. Teknik pengumpulan

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Kuesioner

Siregar (2013: 60) menyatakan jika penggunaan daftar pertanyaan dapat

digunakan untuk jenis penelitian eksperimen, penelitian lapangan, dan

berbagai aktifitas pengumpulan data lainnya. Pengembangan model

pertanyaan termasuk bagian dari perancangan alat ukur. Menurut Arikunto

(2000:194) kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang
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pribadinya, atau hal-hal yang diketahui oleh responden. Waktu

pelaksanaan penyebaran kuesioner dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Pelaksanaan Penelitian melalui Kuesioner

No Teknik
Pengumpulan

Data

Responden Waktu
Pelaksanaan

1 Kuesioner Pegawai Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Bandar
Lampung

11-16 April 2017

2 Kuesioner Guru dan Wali Murid SMPN 2
Bandar Lampung

17-26 April 2017

3 Kuesioner Guru dan Wali Murid SMPN 22
Bandar Lampung

17-26 April 2017

Sumber: data diolah peneliti tahun 2017

2. Wawancara

Menurut Mack,dkk (2005: 29) wawancara bertujuan untuk memperoleh

gambaran yang jelas tentang perspektif peserta pada topik penelitian.

Selama wawancara posisi informan yang diwawancarai adalah sebagai

guru dan peneliti selaku pewawancara dianggap sebagai murid. Kerlinger

(1973: 480) menyatakan bahwa wawancara digunakan untuk tiga tujuan

utama. Tujuan yang pertama yaitu  menjadikan wawancara sebagai

perangkat eksplorasi untuk membantu mengidentifikasi variabel dan

hubungan, membuat sebuah hipotesis, dan membantu menuju fase lain

dari penelitian ini.

Kedua,  wawancara menjadi instrumen utama penelitian karena pertanyaan

yang dirancang untuk mengukur variabel penelitian akan disampaikan

pada saat proses wawancara. Ketiga, dengan wawancara peneliti dapat

menindak lanjuti hasil , memvalidasi, dan lebih mengerti alasan atas
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jawaban dari narasumber. Waktu pelaksanaan wawancara dapat dilihat

pada tabel 12.

Tabel 12. Pelaksanaan Penelitian melalui Wawancara

Nama Informan Jabatan Waktu Wawancara
Suharsono. S.Sos. Kasi Kurikulum

Pendidikan Dasar
13 Juni 2017

Yasmin. SE Staf Kelembagaan
Pendidikan Dasar

13 Juni 2017

Malwani. S.Pd Wakil Kepala Sekolah
bagian Humas SMPN
22 Bandar Lampung

14 Juni 2017

Yanuar Ahmadi.
S.Pd. MM

Wakil Kepala Sekolah
bagian Humas
SMPN 2 Bandar
Lampung

14 Juni 2017

Suroso Wali murid bina
lingkungan kelas VII
SMPN 22 Bandar
Lampung

15 Juni 2017

Adiansyah Wali murid bina
lingkungan kelas VII
SMPN 2 Bandar
Lampung

15 Juni 2017

Sumber: data diolah oleh peneliti tahun 2017

3. Dokumentasi

Suwandi dan Basrowi (2008: 158) menyatakan jika dokumentasi

merupakan metode pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting

yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sehingga akan

memperoleh data yang benar-benar valid. Dokumentasi dilakukan dengan

cara menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai

relevansi dengan tema penelitian.

Dokumen yang digunakan pada penelitian ini diantaranya adalah Undang-

Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Perda No

01 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Perwali No 49 tahun
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2013 tentang Pedoman PPDB, data Guru SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar

Lampung, data pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar

Lampung, data Wali murid bina lingkungan kelas VII SMPN 2 dan

SMPN 22 Bandar Lampung serta dokumen lain yang relevan.

I. Teknik Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data dari lapangan, maka tahap selanjutnya adalah

mengadakan pengolahan data. Menurut Siregar (2013: 86) pengolahan data

dengan pendekatan kuantitatif adalah suatu proses dalam memeroleh data

ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu. Pengolahan

data meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Editing adalah proses pengecekan atau memeriksa data yang telah

berhasil dikumpulkan dari lapangan, karena kemungkinan data yang telah

masuk tidak memenuhi syarat atau tidak dibutuhkan.

b. Coding adalah kegiatan pemberian kode tertentu pada tiap-tiap data yang

termasuk kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam

bentuk angka-angka atau huruf untuk membedakan antara data atau

identitas data yang akan dianalisis. Pemberian kode melalui program

Microsoft exel dalam menghitung data.

c. Tabulasi adalah proses penempatan data ke dalam bentuk tabel yang telah

diberi kode sesuai dengan kebutuhan analisis. Tabel-tabel yang dibuat

sebaiknya mampu meringkas agar memudahkan dalam proses analisis

data.
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d. Penyajian Data adalah suatu bentuk penyajian data ke dalam bentuk tabel,

baik itu dalam tabel distribusi frekuensi maupun tabel silang yang

nantinya dapat digunakan untuk penyajian data di dalam isi penelitian.

J. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan skala likert. Menurut Firdaus dalam Herdiansyah (2012: 44)

skala likert umumnya digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan

persepsi seseorang atau sekelompok orang tertentu. Skala likert memiliki dua

bentuk pernyataan, yaitu: pernyataan positif dan negatif. Bentuk jawaban skala

likert memiliki gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yaitu sangat

setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Contoh pengukuran skala likert berupa bentuk pernyataan dengan pilihan

jawaban multiple choice, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan di Kota

Bandar Lampung berhasil mencapai tujuan dengan baik

a. Sangat setuju

b. Setuju

c. Ragu ragu

d. Tidak setuju

e. Sangat tidak setuju

Sarwono (2006: 96) menyebutkan untuk melakukan kuantitatifikasi maka

skala tersebut kemudian diberi angka-angka sebagai simbol agar dapat
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dilakukan analisis. Umumnya dengan memberikan kode-kode angka yang

relatif karena angka-angka tersebut hanya merupakan simbol dan bukan

angka sebenarnya. Berdasarkan hal tersebut, kode-kode angka dalam skala

likert adalah sebagai berikut:.

1. Sangat setuju diberi skor 5.

2. Setuju diberi skor 4.

3. Ragu-ragu baik diberi skor 3.

4. Tidak setuju diberi skor 2.

5. Sangat tidak setuju diberi skor 1.

Sedangkan, untuk mengetahui persentase dari jawaban responden adalah

menggunakan rumus persentase berikut:

Keterangan:
P = Persentase
F = Frekuensi suatu kasus
N = Jumlah populasi

Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis dari masing-masing segi

evaluasi dengan menggunakan rumus perhitungan interval untuk mengetahui

kategori pendapat responden sebagai hasil evaluasi. Kategori jawaban yang

digunakan dalam analisis data evaluasi adalah sebanyak 2 kategori yaitu

positif dan negatif karena untuk mengetahui seberapa tinggi respon dari

responden untuk menentukan bagaimana pencapaian implementasi kebijakan.
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Senada dengan apa yang disampaikan oleh Somantri (2000: 40) dalam

Arikunto yaitu skala likert merupakan metode skala bipolar yang mengukur

tanggapan positif maupun negatif terhadap suatu pernyataan sehingga hasil

evaluasi adalah dalam bentuk kategori positif dan negatif. Kemudian setelah

mengetahui intervalnya, tahap berikutnya adalah menentukan batasan skor.

Arikunto (2000:126) mengatakan bahwa kategori hasil evaluasi dapat

diketahui dengan menggunakan perhitungan rumus interval sebagai berikut:

Keterangan:
I = Interval nilai skor
NT = Nilai Tertinggi
NR = Nilai Terendah
K = Kategori



IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil SMPN 22 Bandar Lampung

1. Sejarah SMPN 22 Bandar Lampung

SMPN 22 Bandar Lampung berdiri pada tahun 1992 dan mulai

melaksanakan aktifitas belajar mengajar sejak tanggal 15 Mei 1992, sesuai

dengan Surat Keputusan Mendikbud RI, nomor 193/c/kep/1/1992. SMPN

22 Bandar Lampung terletak di lingkungan  yang strategis, mudah

dijangkau, dan berada di lingkungan beberapa lembaga pendidikan tinggi

dan terminal Rajabasa. Input siswa berasal dari taraf ekonomi dan sosial

budaya yang beragam. Taraf ekonomi orang tua siswa mayoritas  pada

tingkat menengah ke bawah serta latar belakang pendidikan mayoritas di

bawah SMA. Meskipun demikian, tingkat kepedulian masyarakat atau

Wali Murid cukup mendukung. Siswa di SMPN 22 Bandar Lampung

mayoritas berasal dari luar kota Bandar Lampung.

Jumlah rombongan belajar ada 30 dengan tenaga pendidik sebanyak 57

guru yang berlatar belakang pendidikan S1  = 95 %,  tetapi  dari kualifikasi

pendidikan tidak berimbang.  Jumlah tenaga kependidikan sebanyak 5

orang PNS dan  6  orang  honorer. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan
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mengacu kepada inovasi pembelajaran. Fasilitas sarana dan prasarana

pendukung untuk pendidikan keterampilan cukup memadai,  namun perlu

adanya perbaikan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi. Dari

sisi lain dalam memanfaatkan fasiltas sarana dan prasarana  kurang

ditunjang dengan jumlah guru keterampilan yang ada. Jumlah guru

keterampilan sebanyak 3 orang yang  seharusnya minimal 6 orang.

SMPN 22 Bandar Lampung merupakan sekolah plus yang

mengembangkan keterampilan pengerjaan logam, bangunan, dan

kerumahtanggaan. Sekolah tersebut sebelumnya menerapkan dua

kurikulum yaitu mengikuti kurikulum sekolah reguler dan kurikulum

keterampilan. Berkaitan dengan diterapkannya kurikulum 2006 (KTSP)

maka kurikulum keterampilan tersebut diadopsi ke dalam Kurikulum

SMPN 22 Bandar Lampung.

SMPN 22 Bandar Lampung selain unggul dalam bidang keterampilan juga

harus mampu bersaing dalam bidang akademik dan nonakademik  dengan

sekolah lainnya baik di tingkat kota maupun tingkat provinsi. Untuk itu

SMPN 22 Bandar Lampung bersama masyarakat yang tergabung dalam

komite sekolah membuat rancangan pengembangan sekolah dan kemajuan

sekolah dengan tidak menghilangkan karakteristik sekolah plus

(keterampilan)  yang terjabar dalam kurikulum SMPN 22 Bandar

Lampung dengan visi dan misi seperti yang terinci dalam Kurikulum

SMPN 22 Bandar Lampung ini. Dengan penerapan Kurikulum SMPN 22

Bandar Lampung diharapkan menjadi sekolah unggulan dalam bidang

keterampilan, bidang akademik dan nonakademik berlandaskan iman dan
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takwa. Komponen Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Negeri 22

Bandar Lampung terdiri dari:

a. Tujuan Pendidikan Sekolah

b. Struktur dan Muatan Kurikulum

c. Kalender Pendidikan

d. Silabus

e. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Adapun nama-nama kepala SMPN 22 Bandar Lampung adalah sebagai

berikut:

1. Adenan Moehy Tahun 1992 s.d Tahun 1993

2. Drs. Faizal Iswara Tahun 1993 s.d Tahun 1996

3. Drs. Senan Widiyon Tahun 1996 s.d Tahun 1997

4. Ishak DUS Tahun 1997 s.d Tahun 2005

5. Malwani,S.Pd. Masa Transisi Tahun 2005 s.d Tahun 2006

6. Dra. Hj. Rita Ningsih, M.M. Tahun 2006 s.d Tahun sekarang.

2. Visi, Misi dan Tujuan SMPN 22 Bandar Lampung

a. Visi

Mewujudkan sekolah yang berprestasi, berketerampilan, berkualitas,

berbudi pekerti luhur, dan peduli lingkungan dengan berlandaskan

iman dan  takwa.
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Indikator:

1. Ungul dalam terwujudnya lingkungan belajar yang sehat,

kondusif, dan inovatif

2. Unggul dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

3. Unggul dalam pengelolaan manajemen berbasis sekolah

4. Unggul dalam bidang akademik dan nonakademik

5. Unggul dalam prestasi olah raga dan seni

6. Unggul dalam pemanfaatan teknologi informasi

7. Unggul dalam pelaksanaan nilai-nilai dan ajaran keagamaan di

sekolah

8. Unggul dalam mewujudkan perilaku akhlak mulia warga sekolah

9. Unggul dalam terwujudnya harmonisasi antarwarga sekolah

10. Unggul dalam terwujudnya harmonisasi warga sekolah dengan

warga sekitar sekolah

b. Misi

1. Mewujudkan lingkungan belajar yang sehat, kondusif, dan inovatif

2. Memenuhi fasilatas sekolah yang berstandar nasional

3. Mewujudkan aapembiayaan pendidikan yang memadai, wajar, dan

adil

4. Memberdayakan potensi pendidik dan tenaga kependidikan yang

berkemampuan dan tangguh

5. Memberdayakan  potensi kecerdasan peserta didik agar berdaya

saing tinggi
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6. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui kegiatan

ekstrakurikuler

7. Melaksakan kegiatan keagamaan dan pengamalan nilai dan ajaran

keagamaan dalam kehidupan sehari-hari

8. Mengembangkan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab

9. Membudayakan senyum, sapa, dan salam dalam pergaulan di

lingkungan sekolah

10. Membina hubungan yang harmonis antara warga sekolah dengan

warga sekitar lingkungan sekolah.

c. Tujuan

1. Menjalin kerja sama yang baik antarwarga sekolah dengan warga

masyarakat

2. Memiliki KTSP sesuai dengan standar isi, standar kelulusan dan

standar BSNP.

3. Seluruh guru memiliki perangkat pembelajaran lengkap

4. Meningkatkan mutu kelulusan  dengan kenaikan  rata-rata 0,05

setiap tahun

5. Mewujudkan lingkungan sekolah yang asri

6. Meningkatkan kualitas mutu pelayanan UKS

7. Memiliki tenaga  kependidikan dan pengajaran S1 minimal 92 %

8. Memberi kesempatan kepada guru dan tenaga kependidikan untuk

mengikuti MGMP,  pelatihan, seminar, dan kegiatan lain yang

menunjang profesionalitasnya.
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9. Menciptakan suasana sekolah yang religius

10. Mengefektifkan dan mengefisienkan  kegiatan MGMP sekolah

11. Berprestasi dalam berbagai perlombaan sekurang-kurangnya juara

harapan tingkat kota pada tahun 2012.

12. Memiliki koperasi guru dan karyawan yang layak pada tahun

2012.

13. Memiliki  fasilitas laburatorium  IPA, Bahasa dan multi media

minimal 90% pada tahun 2012

14. Memiliki fasilitas olahraga minimal 75 % pada tahun 2012.

15. Memiliki buku pelajaran untuk KBM siswa minimal 75 % pada

tahun 2012.

16. Memiliki papan berpetak minimal 1 buah setiap kelas pada tahun

2012

17. Memiliki peta dan globe sesuai dengan jumlah kelas pada tahun

2012.

B. Profil SMPN 2 Bandar Lampung

1. Sejarah SMPN 2 Bandar Lampung

SMPN 2 Bandar Lampung berdiri sejak tahun 1995 dengan Surat

Keputusan Pendirian Sekolah dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI Nomor No. 3705/B.III/1995 tanggal 21 Juli 1955. Sekolah ini awalnya

bernama SMPN 2 Tanjung Karang, kemudian sejak tahun 1977 beralih
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menjadi SLTPN 2 Bandar Lampung dan sejak tahun 2004 berganti

menjadi SMPN 2 Bandar Lampung.

SMPN 2 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah yang memiliki

program percepatan atau biasa disebut dengan kelas akselerasi dimana

peserta didik dapat menempuh masa didiknya hanya dalam waktu dua

tahun. Hal tersebut merupakan suatu tantangan bagi SMPN 2 Bandar

Lampung untuk melahirkan siswa/i berbakat dalam kurun waktu yang

singkat, sehingga SMPN 2 Bandar Lampung menjadi salah satu sekolah

favorit di Provinsi Lampung dan menjadi rujukan bagi siswa/i berbakat

yang ada di Provinsi Lampung. Sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf

Internasional (RSBI) ini menerapkan sistem kurikulum 2013 yang

mengedepankan akhlak dan aspek prilaku.

Selama rentang waktu hampir 50 tahun, kepemimpinan sekolah ini baru

berganti sebanyak empat kali Kepala Sekolah. Adapun nama-nama kepala

SMPN 22 Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. R. Prayitno Tahun 1955 s.d Tahun 1965

2. Murhan Yasin Tahun 1965 s.d Tahun 1992

3. Drs. Sukirman Tahun 1992 s.d Tahun 2002

4. Euis Tati Darnati, M.Pd. Tahun 2002 s.d Sekarang.
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2. Visi, Misi dan Tujuan SMPN 2 Bandar Lampung

a. Visi

Unggul, kompetitif dan kolaboratif di era global berlandaskan iman

dan takwa.

b. Misi

1. Mewujudkan lulusan yang berprestasi dan mampu bersaing di

tingkat nasional maupun internasional

2. Mewujudkan siswa dengan kemampuan non akademik yang

mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional

3. Mewujudkan lulusan yang cerdas, kompetitif, cinta tanah air,

santun dan bertaqwa

4. Mewujudkan perangkat kurikulum yang lengkap, mutahir dan

sesuai dengan tuntutan zaman

5. Mewujudkan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif,

inovatif dan menyenangkan melalui pendekatan ilmiah

6. Mewujudkan fasilitas sekolah yang lengkap, relevan, dan

berwawasan kedepan

7. Mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu,

memiliki komitmen dan kompetensi tinggi

8. Mewujudkan manajemen berbasis sekolah yang tangguh

9. Mewujudkan sistem penilaian autentik proses dan hasil belajar

10. Mewujudkan pembimbingan yang memadai, wajar dan adil sesuai

dengan tuntutan pendidikan
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11. Mewujudkan jalinan kerjasama dengan sekolah dan institusi lain

di dalam dan luar negeri

12. Mewujudkan sekolah inovatif, kreatif dan dinamis

13. Mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, asri, bersih

dan sehat

c. Tujuan

1. Terwujudnya pendidikan yang bermutu, efisien, dan relevan di era

global

2. Terwujudnya sistem manajemen sekolah yang transparan,

akuntabel, efektif dan partisipatif

3. Unggul dalam SDM sekolah, sarana prasarana, dan fasilitas

sekolah

4. Unggul dalam prestasi akademik yang meliputi:

a. Unggul  dalam pencapaian nilai ujian nasional

b. Unggul dalam berbagai lomba mata pelajaran/olimpiade

mata pelajaran di tingkat nasional dan internasional

5. Unggul dalam prestasi non akademik yang meliputi:

a. Unggul dalam berbagai lomba kegiatan ekstra kulikuler

b. Unggul dalan imtaq dan budi pekerti



56

C. Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung

Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung terletak di Jl. Amir Hamzah

Gotong Royong Tanjung Karang Bandar Lampung. Kantor Dinas

Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung yang dahulu disebut

dengan kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Karang

Teluk Betung yaitu pada tahun 1976. Struktur organisasi pada saat itu

sesuai dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor : 0173/01/1983 tanggal 14 Maret 1983, dan

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0363 / 0 /

1988 tanggal 20 Juli 1988 tentang perubahan keputusan Mendikbud RI

Nomor : 0304/0/1984 yaitu pasal 82 butir 14.

Tahun 1983 Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung

Karang Barat Teluk Betung diubah menjadi Kantor Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madya Daerah Tk 11 Bandar Lampung

(lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 30, tambahan lembaran Negara

Nomor 3254). Kemudian pada tahun 1999 Kantor Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madya Daerah Tingkat 11 Bandar

Lampung diubah nama menjadi Kantor Departemen Pendidikan Nasional

Kota Bandar Lampung.

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah yang  memberikan kewenangan otonomi kepada daerah dengan
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didasarkan azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan

bertanggung jawab antara lain  mengundang konsekuensi adanya

perubahan dasar dari sisi kelembangan di daerah, maka dipandang perlu

menata susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan

Perpustakaan Kota Bandar Lampung.  Untuk diketahui bahwa

pemberlakuan struktur organisasi Pendidikan dan Perpustakaan Kota

Bandar Lampung tersebut sejak diterbitkannya surat keputusan Walikota

Bandar Lampung Nomor : 8 Tahun 2001 Tanggal 1 Januari 2001 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P & P Kota Bandar Lampung

setelah terbitnya keputusan Walikota tersebut di atas, maka terjadi

perubahan nama kantor yaitu Departemen Pendidikan Nasional Kota

Bandar Lampung berubah menjadi Kantor Dinas Pendidikan dan

Perpustakaan Kota Bandar  Lampung .

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 05 Tahun

2008 Tanggal, 11 Februari 2008 Dinas Pendidikan dan Perpustakaan

berubah menjadi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Namun, pada

tahun 2016 terjadi perubahan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat

Daerah berdasarkan PP No 18 Tahun 2016 sehingga Dinas Pendidikan

Kota Bandar Lampung berubah nama menjadi Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Bandar Lampung. Perubahan Nomenklatur tersebut

berlaku mulai 1 Januari 2017 sejalan dengan penambahan bidang yakni

Bidang Kebudayaan dan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Formal dan

Non Formal.
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2. Visi dan Misi Organisasi

a. Visi

Visi pendidikan di Kota Bandar Lampung adalah terwujudnya

pendidikan  berkualitas dan terjangkau dengan dilandasi oleh

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang

menguasai IPTEK dan berdaya saing.

Visi tersebut merupakan upaya untuk mendorong pendidikan di Kota

Bandar Lampung berkualitas dan terjangkau untuk menjadi yang

unggul dan mengantarkan masyarakat  Bandar Lampung untuk siap

bersaing dalam menghadapi pasar bebas dengan sumber daya

manusia yang  dilandasi iman dan taqwa dalam penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian wawasan peningkatan

daya saing dan keunggulan  dengan meningkatkan kesejahtaraan dan

ketaqwaan  masyarakat merupakan  upaya menyeluruh

(comprehensive) yang didukung pembangunan pendidikan dan

kebudayaan  sehingga pada akhirnya meningkat kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat.

b. Misi

Adapun misi dari dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar

Lampung sebagai berikut:

1. Mewujudkan perluasan akses dan pemerataan pelayanan

pendidikan.
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2. Meningkatkan kualitas SDM yang menguasai iptek,unggul dan

berstandar nasional/internasional

3. Meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan yang memiliki

keterampilan, unggul dan berdaya saing

4. Mengembangkan jumlah lembaga pendidikan non formal dan

informal

3. Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu

(umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun). Dengan diformulasikannya

tujuan strategis ini maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar

Lampung dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan

dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber

daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan

strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana  visi dan misi

telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan

misi yang telah ditetapkan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Bandar Lampung

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusanpemerintah daerah dibidang pendidikan berdasarkan

asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok
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tersebut, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi yaitu merumuskan

kebijakan teknis di bidang Pendidikan, menyelenggarakan urusan

pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya,

membina dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.



VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan dievaluasi

berdasarkan input memperoleh hasil yaitu sebanyak 60 responden

memiliki skor antara 8 – 10 dengan presentase sebesar 72,28% masuk

dalam kategori positif karena responden beranggapan jika anggaran

yang diberikan pemerintah sudah memadai untuk membiayai

operasional pelaksanaan kebijakan. Sedangkan sebanyak 23 responden

memiliki skor antara 5–7 dengan presentase sebesar 27,72% masuk

dalam kategori negatif karena responden beranggapan jika penetapan

kuota penerimaan peserta didik bina lingkungan tidak efektif dan tidak

sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan. Sehingga Implementasi Kebijakan

Pendidikan Program Bina Lingkungan dari segi input belum

sepenuhnya tercapai.

2. Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan dievaluasi berdasarkan

proses kebijakan memperoleh hasil yaitu sebanyak 69 responden

memiliki skor antara 16 – 22 dengan presentase sebesar 83,13% masuk
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dalam kategori positif. Hal tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan

Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan dari segi evaluasi

proses kebijakan sebagian besar sudah tercapai dalam hal perencanaan

dan pelaksanaan kebijakan. Sedangkan sebanyak 14 responden memiliki

skor antara 10 – 15 dengan presentase sebesar 16,87% masuk dalam

kategori negatif karena responden beranggapan jika proses dalam

mencapai tujuan kebijakan belum efektif karena masih banyak terjadi

permasalahan, sehingga Implementasi Kebijakan Pendidikan Program

Bina Lingkungan dari segi proses belum sepenuhnya tercapai.

3. Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan dievaluasi berdasarkan

output kebijakan memperoleh hasil yaitu sebanyak 48 responden

memiliki skor antara 25 – 32 dengan presentase sebesar 57,84% masuk

dalam kategori positif. Hal tersebut membuktikan bahwa implementasi

Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan dari segi evaluasi

output kebijakan sebagian besar menghasilkan output yang baik.

Namun, sebanyak 35 responden memiliki skor antara 17 – 24 dengan

presentase sebesar 42,16 masuk dalam kategori negatif karena belum

memenuhi infikstor efektivitas disebabkan karena mutu pendidikan di

Kota Bandar Lampung khususnya di SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar

Lampung menurun semenjak diselenggarakan Program Bina

Lingkungan serta pencapaian kuota penerimaan peserta didik bina

lingkungan tidak  sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam

Perda No 01 Tahun 2012, sehingga Implementasi Kebijakan Pendidikan

Program Bina Lingkungan dari segi output belum sepenuhnya tercapai.
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4. Faktor penyebab belum tercapainya Implementasi Kebijakan Pendidikan

Program Bina Lingkungan dari segi input disebabkan oleh penetapan

kuota penerimaan peserta didik bina lingkungan yang tidak efektif dan

tidak sesuai dengan Perda Nomor 01 tahun 2012 yaitu sebesar 30%.

Dasar yang mengatur mengenai kuota penerimaan peserta didik bina

lingkungan justru mengacu pada Perwali Nomor 49 tahun 2013.

5. Faktor penyebab belum tercapainya Implementasi Kebijakan Pendidikan

Program Bina Lingkungan dari segi proses disebabkan karena pada

prosesnya tidak efektif karena banyak terjadi permasalahan dalam

proses implementasi kebijakan. Permasalahan tersebut diantaranya

adalah input peserta didik yang tidak melalui seleksi membuat guru

kesulitan dalam mendisiplinkan serta menjelaskan materi karena

motivasi belajar peserta didik masih rendah serta penetapan penerimaan

dengan kuota sebesar 50% bahkan mencapai 70% menyebabkan

terancamnya eksistensi sekolah swasta karena sekolah swasta kesulitan

untuk mendapatkan calon peserta didik.

6. Faktor penyebab belum tercapainya Implementasi Kebijakan Pendidikan

Program Bina Lingkungan dari segi output disebabkan karena

pencapaian kualitas mutu pendidikan di Kota Bandar Lampung

khususnya di SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung tidak efektif

disebabkan karena mutu pendidikan mengalami penurunan semenjak

diselenggarakannya Program Bina Lingkungan dan pencapaian kuota

penerimaan peserta didik tidak efektif karena terjadi tumpang tindih

regulasi dimana penentuan kuota penerimaan tidak sesuai dengan Perda
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No 1 tahun 2012 yaitu sebesar 30% melainkan pada kenyataannya kuota

penerimaan peserta didik bina lingkungan justru mengacu pada Perwali

No 49 Tahun 2013 yaitu sebesar 50%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan analisis terhadap

permasalahan Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan di Kota

Bandar Lampung, maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Agar Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan

tercapai dari segi input, sebaiknya penetapan kuota penerimaan peserta

didik bina lingkungan  mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 01 tahun

2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan karena kedudukan peraturan

daerah  lebih tinggi daripada peraturan walikota.

2. Agar Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan

tercapai dari segi proses, sebaiknya proses perancangan dan perumusan

kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak

hanya mengutamakan kuantitas namun juga harus mempertimbangkan

kualitas serta dampak yang akan ditimbulkan dalam jangka panjang.

3. Agar Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan

tercapai dari segi output, sebaiknya diadakan seleksi/tes masuk pada

penerimaan peserta didik baru jalur bina lingkungan untuk mengetahui

sejauh mana pengetahuan calon peserta didik di tingkat dasar agar menjaga

mutu pendidikan di Kota Bandar Lampung. Selain itu, agar pencapaian

kuota penerimaan sesuai dengan ketentuan dan tidak terjadi tumpang
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tindih regulasi, seharusnya Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan

revisi Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan ke DPRD Kota Bandar Lampung berkaitan dengan

penambahan jumlah kuota penerimaan peserta didik jalur bina lingkungan.
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